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1.1.Latar Belakang

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen
SDPPI) sebagai salah satu Direktorat Jenderal di Kementerian Komunikasi dan
Informatika menjalankan tiga fungsi pokok di bidang pemanfaatan sumber
daya dan perangkat pos dan informatika nasional, yaitu : pengaturan,
pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengaturan meliputi kegiatan yang
bersifat umum dan teknis operasional yang antara lain diimplementasikan
dalam bentuk pengaturan perizinan dan persyaratan dalam pemanfaatan
sumber daya spektrum frekuensi radio dan perangkat pos dan informatika,
termasuk penetapan standar perangkat pos daninfarmatika.

Fungsi pengaturan merupakan fungsi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika untuk merumuskan dan melaksanakan
kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Fungsi
pengawasan merupakan suatu fungsi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika untuk memantau dan mengawasi seluruh
kegiatan pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika agar
tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan fungsi pengendalian merupakan fungsi yang bertujuan memberi
pengarahan dan bimbingan terhadap pemanfaatan sumber daya dan
perangkat pos dan informatika melalui monitoring dan penertiban, termasuk
juga agar penegakan hukum (law enforcement) di bidang pemanfaatan sumber
daya dan perangkat pos dan informatika dapat dilaksanakan dengan baik.

Ketiga fungsi di atas merupakan penjabaran dari fungsi penetapan kebijakan
yvang dimiliki oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Menteri yang
salah satu ruang lingkupnya adalah dalam pemanfaatan sumber daya dan
penyelenggaraan pos dan informatika. Fungsi penetapan kebijakan merupakan
fungsi strategis yang dimiliki oleh Menteri dalam hal perumusan perencanaan
dasar strategis dan perencanaan dasar teknis pos dan informatika nasional.
Dengan demikian pengaturan, pengawasan dan pengendalian yang
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dilaksanakan oleh Direktorat lenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika mengacu kepada kebijakan yang telah ditentukan oleh Menteri
Komunikasi dan Informatika. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika selama ini selalu berusaha untuk dapat
mengimplementasikan semua kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika
di bidang pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan Informatika
dengan baik, sehingga pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan
informatika nasional dapat dinikmati dan bermanfaat bagi publik luas dan tidak
terbatas pada masyarakat di kota-kota besar saja.

Tahun 2011 ini menjadi khusus karena secara formal tahun ini menjadi tahun
pertama keberadaan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos
dan Informatika (Ditjen SDPPI) sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi
dan Informatika. Sehingga terdapat tuntutan khusus tentang kinerja dari
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam
pengelolaan dan pengaturan serta pemanfaatan sumber daya dan perangkat
pos dan informatika ini, yang terpisah dari penyelenggaraan bidang pos dan
informatika. Ini menjadi wajar karena selama ini yang terlihat dari pos dan
informatika adalah dari sisi penyelenggaraan bidang tersebut dengan
keberadaan operator dan pelaku industri telekomunikasi didalamnya. Padahal
sumber daya dan perangkatnya adalah bagian yang tak terpisah dari
penyelenggaraan bidang pos dan informatika ini. Oleh karena itu setelah
terbentuknya Direktorat Jenderal tersendiri yang menangani penataan,
pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian sumber daya dan perangkat pos
dan informatika serta standardisasi perangkat pos dan informatika ini, maka
kinerjanya juga perlu terlihat dan ditunjukkan kepada publik.

Oleh karena itu Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika juga didukung dengan unit kerja setingkat eselon Il yang sesuai
dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika ini seperti unit kerja yang menangani aspek
penataan, aspek operasional dan aspek pengendalian dari sumber daya dan
perangkat pos dan informatika. Disamping itu juga Direktorat Jenderal Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ini juga masih didukung dengan
keberadaan unit kerja yang menangani aspek standardisasi perangkat pos dan
informatika serta unit pelaksana teknis yang terkait dengan monitoring
penggunaan spektrum frekuensi radio (sebagai salah satu sumber daya
informatika) dan pengujian perangkat yang digunakan dalam bidang pos dan
informatika.
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1.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Data Statistik Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika ini adalah sebagai salah satu bahan masukan yang digunakan oleh
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam
menentukan kebijakan, maupun stakeholder lainnya dapat melihat,
menganalisa dan menggunakan data statistik yang tersedia dalam buku ini.

Penyusunan Data Statisik ini dilakukan dengan tahapan mengumpulkan,
merangkum, mengolah dan menganalisa data dalam lingkup Direktorat
Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Data Statistik ini
menjadiyang pertama kali dilakukan untuk bidang sumber daya dan perangkat
pos dan informatika dan diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan data
dan informasi di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

1.3. Metode Penyusunan

1.3.1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penyusunan Data Statistik Bidang Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika Semester 2 Tahun 2011 ini dilakukan dengan
beberapa tahap. Pada tahap awal dilakukan diskusi untuk mengidentifikasi
data yang masuk dalam bidang sumber daya dan perangkat pos dan
informatika serta bentuk penyajian data yang ditampilkan. Tahapan ini penting
untuk dapat benar-benar menunjukkan kepada publik apa yang menjadi
cakupan bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika ini serta
perkembangan yang terjadi didalamnya, sekaligus yang menunjukkan kinerja
bidang ini. Penggunaan beberapa alternatif cara dalam pengumpulan data ini
dilakukan untuk mengoptimalkan proses pengumpulan data sehingga data
yvang terkumpul bisa maksimal dan penyajian data lebih lengkap. Alternatif cara
yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

(a). Membuat format tabel kebutuhan data untuk penyajian dan analisis
data yang disampaikan dan dikumpulkan dari dan kepada unit kerja
terkait di Ditjen SDPPI;

(b). Mendapatkan data langsung (jemput bola) dari sumber data seperti
data dari Kementerian Keuvangan Republik Indonesia dan Badan Pusat
Statistik (BPS) maupun dengan mengunduh infarmasi terkait bidang
penataan spektrum frekuensiradio;

(c). Memanfaatkan data yang tersedia, termasuk yang masih dalam

format data mentah (row doto) untuk kemudian dilakukan

pengolahan untuk penyajian data statistik;
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(d). Memanfaatkan data yvang sudah dipublikasikan oleh instansi terkait
maupun stakeholder seperti data dari publikasi Badan Pusat Statistik
(BPS) dan Ditjen SDPPI.

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan tersebut, kemudian disusun format
penyajian data yang sama untuk masing-masing data meskipun jenis data yang
didapatkan berbeda. Pada buku semester 2 ini juga dilakukan pengembangan
dalam data yang ditampilkan dengan mencoba memilih data yang tidak hanya
terkait dengan sumber daya frekuensi radio dan perangkat. Pengembangan
penyajian data dilakukan dengan menampilkan data yang terkait dengan
pemanfaatan sumber daya frekuensi radio, telekomunikasi dan perangkat
seperti data demografi (rumah tangga, kecamatan) dan pengembangan data
ekonomi,

1.3.2. Metode Penyajian Data

Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan penyusunan tabel baik langsung
maupun melalui pengolahan data lebih dahulu dalam bentuk format data yang
sama untuk penyajian data statistik masing-masing unit kerja di Direktorat
Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Penyajian data
dalam buku statistik Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Semester 2 Tahun 2011 inidilakukan dalam bentuk :

(1) Statistik deskriptif penataan spektrum frekuensi radio, yaitu
penyajian data penataan spektrum frekuensi radio seperti peta
alokasi spektrum frekuensi radio, nilai ekonomi spektrum frekuensi
radio dan penggunanya, peta orbit satelit, izin hak labuh satelit dan
filling satelit. Data-data ini juga ditampilkan dalam bentuk diagram
peta penggunaan spektrum frekuensi radio untuk masing-masing pita
frekuensicleh pengguna.

{2) Statistik operasi spektrum frekuensi radio yang menyajikan data-data
operasi spektrum frekuensi radio seperti penggunaan spektrum
frekuensi radio berdasarkan kanal dan services menurut deret waktu
(time series) maupun antara propinsi [cross section). Penyajian data
penggunaan spektrum frekuensi radio ini juga dikaitkan dengan data
demografi dan data utilisasi. Pada bagian ini juga disajikan data yang
terkait ijin dalam penggunaan spektrum frekuensi radic maupun
operator penggunanya seperti data lzin Amatir Radio (JAR), Sertifikasi

Kecakapan Amatir Radio (SKAR), lzin Komunikasi Radio Antar

Penduduk (IKRAP) dan Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator

Radio (REOR) serta Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR).
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(3) Statistik deskriptif yang terkait dengan pengendalian spektrum
frekuensi radio dan perangkat pos dan informatika, termasuk data
dari hasil monitoring penggunaan spektrum frekuensi radic dan
monitoring penggunaan perangkat pos dan informatika, statistik data
standardisasi perangkat pos dan informatika, dan statistik pengujian
perangkat telekomunikasi.

Statistik komposisi/proporsi, yaitu penyajian data proporsi dari
masing-masing variabel dari indikator yang ada terhadap total nilai
indikator.

Statistik tren yaitu penyajian yang menunjukkan kecenderungan arah
perkembangan dari indikator yang dipilih, untuk menunjukkan tren
atasvariabeltersebut dari waktu ke waktu.

Penyajian data dilakukan dalam format tabel frekuensi maupun dalam bentuk
grafikf diagram (chart). Grafik/diagram yang dimunculkan dalam penyajian
data dalam bentuk diagram batang, diagram pie dan diagram grafik trend.

1.4.Ruang lingkup
Dalam penyusunan buku ini, tim penulis membatasi ruang lingkup untuk data

internal Ditjen SDPPI sampai 31 Desember 2011. Data yang disajikan meliputi
data tahunan maupun data bulanan. Ruang lingkup dalam penyajian buku Data
Statistik Semester 2 Tahun 2011 Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika ini meliputi:

{1) Statistik sumber daya manusia Ditjen SDPPI dan Unit Pelaksana Teknis
{uPT);

(2) Statistik peraturan dan perundang-undangan terkait bidang sumber
daya dan perangkat pos dan informatika;

(3) Statistik penataan sumber daya spektrum frekuensi radio, termasuk
nilai ekonomifrekuensiserta ijin dan filling satelit;

(4) Statistik operasi sumber daya spektrum frekuensi radio termasuk
pemanfaatan pita frekuensi oleh publik dan sertifikasi operator radio;

(5) Statistik pengendalian sumber daya spektrum frekuensi radio dan
monitoring spektrum frekuensi radio serta perangkat pos dan
informatika;

{6) Statistik standardisasi dan sertifikasi perangkat telekormunikasi;

(7] Statistik pengujian perangkat telekomunikasi;

(8) Statistik peran ekonomipos dan telekomunikasi.
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1.5.Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyajian data statistik bidang sumber
daya dan perangkat pos dan informatika semester 2 Tahun 2011 ini berasal dari
berbagai sumber yang sudah disetujui dan dapat digunakan untuk keperluan
publikasi. Data yang digunakan berasal dari:

{1) Unit kerja di lingkup Ditjen SDPPI seperti Sekretariat Direktorat
Jenderal (5etditjen) SDPPI, Direktorat dilingkungan Ditjen SDPPI, Balai
Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, dan Unit Pelaksana Teknis
Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio (data sampai dengan 31
Desember 2011);

{2) Badan Pusat Statistik, berupa data yang sudah dipublikasikan dalam
buku statistik maupun belum disajikan dalam format buku;

{3) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyajian buku data statistik bidang sumber daya dan perangkat pos dan
informatika semester 2 tahun 2011 dan data-data yang digunakan dapat
diunduh di situs web resmi Ditjen SDPPIdengan alamat www.postel.go.id,

1.6. Manfaat Penyusunan Buku
Manfaat yang diharapkan dari penyusunan buku statistik ini adalah:

(1) Memberikan informasi yang terkini berupa data yang terdapat dalam
ruang lingkup Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos
dan Informatika dan data stokeholder yang telah disusun secara
sistematik, jelas dan ringkas.

(2) Memberi informasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat umum
dapat mempergunakan data statistik bidang sumber daya dan
perangkat posdan informatika untuk masing — masing keperluan.

(3) Sebagaireferensi bagi pelaku bisnis dibidang teknologi informasi dan
komunikasi,

Sebagai referensi terpercaya berbagai studi mengenai teknologi informasi dan
komunikasi.
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2.1. Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika
Struktur organisasi dan tata kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika

ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

(Permenkominfo) Nemor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 sebagai pengganti
dari Peraturan Menteri Kominfo MNomor 25/PER/M.KOMINFO/07/2008.
Dengan struktur yvang baru Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri

dari empat Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan
Informatika, Direktorat lenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal
Informasi dan Komunikasi Publik dan satu badan yaitu Badan Penelitian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dua Direktorat Jenderal yang baru
yvaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
bersama Direktorat lenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika merupakan
hasil pemekaran dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada struktur
yang lama.

Sesuai dengan Permenkominfo Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010
tersebut, tugas pokok dari Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah
menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Kementerian Komunikasi dan informatika mempunyai tugas dan fungsi sebagai
berikut:

(1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
komunikasidan informatika;

(2] Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;

(3) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Komunikasi dan Informatika;

(4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah; dan
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(5) Pelaksanaan kegiatanteknisyang berskala nasional.

Gambar 2.1.

Struktur Onganisasi Eementerian
Epmunikasi dan Informatika sesual
dengan Permenkominio

Mo. 17/PER/M KOMINFO/ 2010
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2.2. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen
SDPPI) adalah salah satu Direktorat lenderal yang baru terbentuk melalui
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 17/PER/M.KOMINFO/2010 vyang
merupakan hasil pemekaran dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
pada struktur yang lama. Ditjen SDPPI ini berfokus pada pengaturan,
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan
informatika yang terkait dengan penggunaan oleh internal (pemerintahan)
maupun publik luas/masyarakat. Dengan demikian wilayah pengelclaan,
fasilitas dan pengaturannya juga hanya berfokus pada sumber daya dan
perangkat pos dan informatika. Direktorat Jenderal lain yang dihasilkan dari
pemekaran Direktorat lenderal Pos dan Telekomunikasi adalah Direktorat
Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Kedua Ditjen inilah yang
banyak mengambil alih tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pos dan
Telekomunikasi dalam struktur Kementerian Komunikasi dan Informatika.

2.2.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat
Posdan Informatika
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah
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unit kerja baru setingkat eselon satu yang menjalankan sebagian besar tugas
pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Organisasi
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri
atas:

Sekretariat Direktorat Jenderal;
Direktorat Penataan Sumber Daya;
Direktorat Operasi Sumber Daya;
Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Infarmatika;
Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika;
Unit Pelaksana Teknis, yaitu :
a. BalaiBesar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.
b. Monitoring Spektrum Frekuensi, yang terdiri dari
Balai/Loka/Pos Monitoring Spektrum Frekuensi tersebar di
35 lokasi,

Gambar 2.2 :
Struktur Organisasi Ditjen -!.I;‘:!-[}':.;r:;?zllr
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2.2.2. Tugas dan Fungsi Direktorat lenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos
dan Informatika

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
mempunyal tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
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standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat lenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Perumusan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan
informatika;

Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan
informatika;

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber
daya dan perangkat pos dan informatika;

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika; dan

Pelaksanaan administrasi Direktorat lenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika.

2.2.3.Sekretariat Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Dalam
melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)
(6)

Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan
administrasi bantuan teknik luar negeri, serta evaluasi dan pelaporan
dibidang sumber daya dan perangkat pos daninformatika;
Koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data dan pengembangan
sistem informasi manajemen di bidang sumber daya dan perangkat
posdaninformatika;

Koordinasi dan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan
bantuan dan penyuluhan hukum di bidang sumber daya dan
perangkat posdan informatika;

Koordinasidan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang sumber
daya dan perangkat pos dan informatika;

Pengelolaan urusan keuangan dilingkungan direktorat jenderal;
Pelaksanaan wrusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata
laksana, perlengkapan, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan
direktorat jenderal.
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Gambar 2.3.
Struktur Organisasi

Infarmatika seperti ditunjukkan pada gambar 2.3 terdiri atas:

a. Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan; yang memiliki tiga sub

bagian;

b. Bagian Hukum dan Kerja Sama; yang memiliki tiga sub bagian;

c. Bagian Keuangan; terdiri dari tiga sub bagian; dan

d. Bagian Umum dan Organisasi, juga terdiri dari tiga sub bagian.
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2.3. Direktorat pada Ditjen SDPPI

2.3.1. Direktorat Penataan Sumber Daya
Direktorat Penataan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,

Wer R sl

Subsbhagian
Foprgavdlan
dan Drganisad

dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan

sumber daya. Dalam melaksanakan tugasnya,

Daya menyelenggarakan fungsi:

Direktorat Penataan Sumber

(1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan sumber daya;
(2} Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan sumber daya;
(3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang penataan sumber daya;
(4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
penataan sumberdaya; dan

(S) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga

direktorat.



Crganisasi Direktorat Penataan Sumber Daya terdiri atas:

3. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak
Darat;

b. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Mon Dinas Tetap dan
Bergerak Darat;

t. Subdirektorat Pengelolaan Orbit Satelit;

d. Subdirektorat EkonomiSumber Daya;

e. Subdirektorat Harmonisasi Teknik Spektrum; dan Subbagian Tata

Usaha.
Gambar 2.4. Direktorat
Struktur Organisasi Supr::::.b':?l
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Subdirektorat Subdirek torat
F konoarmi

Sumbeer Daya

chksi Analisa
Invedus trl dan

ol i ; Skch | ot B iwsl
Lt 1] enalaan ds 1.0

Dinas Penylaran Tiln g Sale @ Ekonomi Ani sk mbaga

Harmaonlsasi
dan Notfikasl

Teresirial

Mardlbn dan Satel enyelenggara

Izim Plta

2.3.2. Direktorat Operasi Sumber Daya

Direktorat Operasi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang operasi
sumber daya. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Operasi Sumber Daya
menyelenggarakan fungsi:

(1) Penyiapan perumusan kebijakan dibidang operasi sumber daya;

(2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi sumber daya;

(3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang operasi sumberdaya;

(4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
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Gambar 2.5.
Struktur Organisasi Direktoral
Operasi Sumber Daya
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Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ® _

operasi sumber daya;
(5) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga
direktorat.

Organisasi Direktorat Operasi Sumber Daya terdiri atas:

a. 5ubdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;

b. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
¢. Subdirektorat Sertifikasi Operator Radio;

d. Subdirektorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;

2. Subdirektorat Konsultansi dan Data Operasi Sumber Daya; dan

f. Subbagian Tata Usaha.

, Direktorat Op-r._ﬂ ]
sumber Daya

Subdirekioral L : '::ul.n-u'"uu-m
Sertiiikasi J L mnxl dan

2
Hanibnss [eisp dan Operato Radio
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Sckisi Poayanan Seksl Pelayvanan
Dinat Tetag irras Penriaran

Seksl Pelayanan

2.3.3. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika

Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian sumber daya dan
perangkat pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat
Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
menyelenggarakan fungsi:

(1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian sumber daya

dan perangkat pos dan informatika;
{2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian sumber



daya dan perangkat pos dan informatika;
(3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan

informatika;
(4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika; dan
(5) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawalan, dan rumah tangga
direktorat.

Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
terdiri atas:

a.5ubdirektorat Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum;

b. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum;

. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Spektrum;

d. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika;
dan

e, Subbagian Tata Usaha.

Gambar 2.6. IHrektorat Pangandalian
Lo Sumber Daya dan

Struktur Organisasi Parangkat Pos dan

Direktorat Pengendalian Infermatika
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2.3.4. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika. Dalam
melaksanakan tugasnya, Direktorat Standardisasi Perangkat Pos Dan
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Gambar 2.7.

Struktur Organisasi Direktorat
Standarisasi Perangkat Pos

dan Informatika

Subdirek torat
k Pos dan

Infarmatika menyelenggarakan fungsi:

(1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi perangkat
pos dan informatika;

{2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perangkat
pos dan informatika;

(3} Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang standardisasi perangkat pos dan informatika;

(4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan ewvaluasi di bidang
standardisasi perangkat pos dan informatika; dan

(5) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga
direktorat.

Organisasi Direktorat Standardisasi Pos dan Informatika terdiri atas:

a. Subdirektorat Teknik Pos dan Telekomunikasi;

b. Subdirektorat Teknik Komunikasi Radio;

€. Subdirektorat Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi;
d. Subdirektorat Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar;
e. Subdirektorat Standar dan Audit Perangkat Lunak; dan

f. 5ubbagian Tata Usaha.
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2.4 Unit Pelaksana Teknis

2.4.1. BalaiBesarPengujian Peranghkat Telekomunikasi (BBPPT)

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah Unit Pelaksana Teknis
di lingkungan Direktorat lenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
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Informatika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, disamping itu secara
administratif BBPPT dibina oleh Sekretaris Ditjen SDPPI dan secara teknis
operasional dibina oleh Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika.
Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
mengacu pada Peraturan Menteri Kemunikasi dan Informatika Nomor 04/
PER/M.KOMINFO/03/2011.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika No 04/PER/M.KOMINFO/03/2011, Balai Besar
Pengujian Perangkat Telekomunikasiini menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunanrencanadan program dilingkungan Balai Besar Pengujian
Perangkat Telekomunikasi;

b. Pelaksanaan pelayanan administrasi pengujian alat/perangkat
telekomunikasi;

€. Pelaksanaan analisa evaluasi sistem mutu pelayanan dan pengujian

alat/perangkat telekomunikasi;
d. pelaksanaan pengujian dan pemeliharaan alat/perangkat

telekomunikasi, electromagnetic compability (EMC) dan kalibrasi;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah
tangga.
Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam melaksanakan
pengujian alat/perangkat telekomunikasi mengacu pada Spesifikasi Teknis
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ( Technical
Specification Regulation), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Acuan
Internasional seperti 150, ETSI, RR, ITU, IEC sehingga mampu melindungi dan
menjaga kualitas alat/perangkat telekomunikasi serta menjamin bahwa
alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia
benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis.

Dengan misi menjadi laboratorium pengujian bertaraf internasional, BBPPT
mempunyai misiuntuk

(1) Meningkatkan kualitas pengujian perangkat telekomunikasi;

{2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

{3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

(4) Mendukungtumbuh kembangnya industri telematika dalam negeri;
(5) Meningkatkan peran serta kerjasama nasional dan internasional

bidang laboratarium;
(6] Meningkatkan ruang lingkup (inovasi) layanan jasalaboratorium;
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(7) Mendukung penerapan standar wajib bagi perlindungan
keselamatan, keamanan, dan kesehatan.

Gambar 2.8.
Struktur Organisasi Balai
Besar Pengujian Perangkat

Telekomunikasi - . -

re—

Dari perkembangan jumlah alat dan perangkat telekomunikasi yang beredar di
Indonesia yang semakin meningkat dan dirasakan kebutuhannya oleh
masyarakat, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi secara terus
menerus mengembangkan kemampuannya baik infrastruktur maupun sumber
daya manusia. Untuk menjamin mutu pengujian dan kompetensi laboratorium
yvang lebih baik, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi telah
menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang mengacu pada 150-17025:2005
dan telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Masional (KAN) LP-
112-IDN.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai Besar
Pengujian Perangkat Telekomunikasi dilengkap dengan sarana pendukung
berupa:

(1) Laboratorium Pengujian Perangkat Radio;
(2) Laboratorium Pengujian Perangkat Berbasis Kabel;
(3) Laboratorium Pengujian EMC;
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{4) Laboratorium Kalibrasi.

Jenis layanan pengujian yang dilayani oleh laboratorium-laboratorium di
lingkungan BBPPT adalah:

(1) Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio;

(2) Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio;

(3) Pengujian Electromagnetic Compatibility Alat/Perangkat
Telekomunikasi;

(4) Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi;

(5) lasa Penyewaan Alat.

2.4.2, Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah satuan kerja yang
bersifat mandiri di lingkungan Ditjen SDPPI yang bertanggung jawab langsung
kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika,
adapun secara administratif dibina oleh Sekretaris Ditjen SDPPI dan secara
teknis operasional dibina oleh Direktur Pengendalian SDPPI.

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai
tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan
spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber
pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran,
koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program,
penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, sertaurusan
ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio
menyelenggarakan fungsi:
(1) Penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang,
pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
{2) Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran,
pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio;
(3) Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum
frekuensiradio;
(4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana
Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
{5) Koordinasimonitoring spektrum frekuensi radio;
(6) Penertiban danm penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan
spektrum frekuensi radio;
Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum




5.0\

Direktorat Jenderal Sumber Dava dan Perangkat Pos dan Informatika

frekuensi radio; dan
(8) Pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran
spektrum frekuensi radio.
Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio di klasifikasikan

dalam 4 (empat) kelas yaitu :
(1) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas|;
(2) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio KelasIi;
(3) Loka Maonitor Spektrum Frekuensi Radio;
(4) Pos Maonitor Spektrum Frekuensi Radio.

2.5.5ertifikasi Kelembagaan

Beberapa organisasi kelembagaan didalam struktur organisasi Direktorat
Jlenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memiliki fungsi
pelayanan kepada publik maupun tugas yang mengharuskan adanya proses
atau prosedur dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Untuk menjamin
prosedur yang baku dan memenuhi standar maka beberapa organisasi yang
memberikan pelayanan tersebut juga telah melakukan proses sertifikasi mutu
pelayanan organisasi dalam bentuk sertifikasi 150. Sesuai dengan tugas yang
dimilikinya, sertifikasi mutu pelayanan dalam bentuk sertifikasi mutu ini
dimiliki oleh unit kerja pelayanan izin spektrum frekuensi radio dan unit kerja
monitoring spektrum frekuensi radio, serta Balai Besar Pengujian Perangkat
Telekomunikasi. Namun dari 35 UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi
Radio, baru 3 yang memiliki sertifikasi 150. Sebagian besar sertifikasi mutu
pelayanan yang telah dimiliki unit kerja di Direktorat Jenderal SDPPI adalah
sertifikasi 150 9001 yang terkait dengan mutu pelayanan, kecuali untuk Balai
Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. Lembaga yang mengeluarkan

sertifikasiini juga beragam dan tidak hanya dari satu lembaga.

Tabel 2.1. Sertifikasi Mutu 150 untuk pelayanan yvang dimiliki unit kerja di Ditjen SDPP

Kelembagaan Sertifikasl Lembaga yang
mengeluarkan

Pelayaman lzin Spektrum Radio 150 9001 : 2000 TUV-CERT

Frekuensi Direktorat Operasi

Sumber Daya

Balai Besar Pengujian Perangkat 150/IEC 17025 : 2008 llac- MR A-K AN
Telekomunikasi

UPT Balal Monitoring Frekuensi . 150 9001: 2008 Global Group [UKAS)
Kelas Il Bandung

UPT Balal Monitoring Frekuensi 150 9001: 2008 Global Group (UKAS)

Eelas Il Surabaya
UPT Balal Monitoring Frekuensi IS0 9001:2008 Global Group [LKAS)
Kelas Il Denpasar
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3.1. Pendahuluan

Statistik sumber daya manusiaini mengambarkan jumlah dan komposisi
pegawai di Direktorat lenderalSumber Daya danPerangkat Pos dan Informatika
pada semua unit kerja didalamnya (Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat
dan UPT) serta pegawai dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika yang diperbantukan di instansi lain atau unit kerja lain di
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Statistik ini juga menggambarkan
distribusi pegawai menurut tingkat pendidikan dan penjenjangan (eselonisasi)
kepegawaian untuk menunjukkan respon dari sisi perangkat pegawai untuk
menjalankan fungsi regulasi. Hal ini diperlukan mengingat perkembangan di
bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan
informatika yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir dan melibatkan
banyak pemangku kepentingan (stokeholders). Statistik ini belum
menunjukkan perkembangan jumlah pegawal di Direktorat Jenderal
Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika dari tahun ke tahun karena
tahun ini menjadi tahun pertama keberadaan Direktorat lenderalSDPPldengan
pegawaiyang berasal dari berbagai unit kerja sebelumnya.
Bagaimanapunperkembangan pada bidang pemanfaatan sumber daya dan
perangkat pos dan informatika harus diikuti dengan kemampuan pengaturan
dan sumberdaya manusiayang lebih baik sehingga perkembangannya dapat
sesuai dengan arah yang diinginkan serta sejalan dengan kepentingan publik.
Salah satu unsur perangkat pengaturan ini adalah pegawai di instansi
pemerintah yang menjalankan fungsi regulator dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika di Indonesia.
Kondisi dan komposisi kepegawaian dalam satu unit kerja menggambarkan
daya dukung yang dimiliki oleh unit kerja tersebut dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya. Kondisi dan komposisi tersebut juga mencerminkan
kemampuan pelayanan unit kerja tersebut, termasuk unit-unit kerja di dalam
lingkup Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
(Ditjen SDPPI).



3.2. Jumlah Pegawai
Sampai dengan 31 Desember 2011, jumlah pegawai yang berada di bawah
Direktorat lenderal SDPPI berjumlah 1389orang. Jumlah tersebut tersebar di

beberapa unit kerja di Direktorat Jenderal SDPPl maupun pegawai yang
diperbantukan atau dipekerjakan di unit kerja lain di internal Kementerian
Komunikasi dan Informatika maupun di instansi lain. Pegawai yang
dipekerjakan di unit kerja lain diantaranya adalah di Pusat Penelitian dan
Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Puslitbang
SDPPI), Pusat Kelembagaan Internasional di Sekretariat Jenderal Kementerian
Komunikasi dan Informatika atau di unit kerja lain di Kementerian Komunikasi
dan Informatika. Selain itu beberapa pegawai dipekerjakan di unit kerja diluar
Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu di Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATEK).

Tabel 3.1. Komposisi Jumlah Pegawai Direktorat

Unit Kerja

SetDirektorat lenderal
Dit. Penataan Sumber daya
Dit. Operasi Sumber daya

Dit. Pengendalian SDPPI

Dit. Standarisasi PP

UPT Balai Pengujian

Perangkat

UPT Balai Manitoring

Pegawai Diperbantukan

Dipekerjakan di Kaminfa®
Jumilah

*] Termasuk yang depekenakan di KEelembagaan inteérmassonal Setpen Kominlo

Dari jumlah pegawai sebanyak 138%orang, terbanyak adalah di Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Monitaring Frekuensi.Hal ini wajar karena Direktorat Jenderal
SDPPI memiliki 35 UPT monitoring spektrum frekuensi yang tersebar di 35
kotaflokasi dalam bentuk balai, Loka atau pos monitoring dan masing-masing
memiliki pegawai yang cukup banyak.Disamping itu juga masih ada UPT untuk
pengujian perangkat yaitu Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
(BBPPT). Diluar UPT, jumlah pegawai Direktorat Jenderal SDPPI yvang paling
banyak adalah di Sekretariat Direktorat Jenderal yaitu sebanyak 165 orang,
diikuti oleh Direktorat Qperasi Sumber Daya sebanyak 79orang.

Kompaosisi diantara unit kerjayang ada di Direktorat lenderal SOPPI termasuk di
UPT yang dimiliki menunjukkan bahwa proporsi pegawai di UPT Monitoring
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Spektrum Frekuensi proporsinya paling besar yaitu mencapai 62.1% yang
berasal dari seluruh pegawai di 35 UPT monitoring frekuensi yang dimiliki.
Sementara untuk pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal SDPPI proporsinya
mencapai 11,9% dari total pegawai, diikuti oleh Direktorat Operasi Sumber
Daya. Namun proporsi pegawai diantara direktorat yang ada relatif cukup
berimbang dimana proporsi pegawai yang paling kecil yaitu di Direktorat
Penataan Sumber Daya mencapai 4,0%.
Gambar 3.1. Komposisi pegawal Direktorat Jenderal SDPPI menurut Unit Eerfa
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.« 3.5%

_Dit. Penataan
- Sumberdaya,
4.0%

LIPT Balai Uji,
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Dari sisi tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai di Direktorat lenderal
5DPPI adalah pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan 5LTA. Jlumlah
pegawai berpendidikan Sarjana mencapai 530 orang dan pegawai
berpendidikan SLTA sebanyak 458 orang. Dari komposisi pegawai menurut
pendidikan, komposisi pegawai berpendidikan Sarjana dan SLTA mencapai
71,2% dari total pegawai di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos
dan Informatika, dengan masing-masing Sarjana 38,2% dan 5LTA 33%. Pegawai
berpendidikan magister juga sudah cukup banyak di Direktorat Jenderal SDPPI
dengan proporsi mencapai 10,3% dari total pegawai di Direktorat Jenderal
SDPPI. Proporsi pegawai berpendidikan 50 dan SMP masih mencapai 2,6% dan
3,2% dari total pegawai Direktorat Jenderal SDPPI. Sementara pegawai dengan
jenjang pendidikan 53 atau doktoral baruberjumiah 3 orang.

Kompaosisi kepegawaian di masing-masing unit kerja menunjukkan jumlah
pegawai berpendidikan sarjana dan magister paling sedikit terdapat di dua UPT
yvang ada yaitu UPT Manitor Spektrum Frekuensi Radio dan UPT Balai Besar



Gambar 3.1, Komposisi pegawai Direktorat Jenderal SDPPI menurut Tingkat Pendidikan
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Pengujian Perangkat Telekomunikasi. Komposisi pegawai di UPT
MonitorSpektrum FrekuensiRadio seperti diperlihatkan pada gambar 3.3
menunjukkan proporsi pegawai berpendidikan Sarjana baru mencapai 32 8%
dan hanya 5,1% pegawai berpendidikan 52/53 dari total pegawai di UPT
Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang cukup besar. Sementara di UPT Balai
Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dengan jumlah pegawai yang lebih
kecil, proporsi pegawai berpendidikan sarjana juga baru mencapai 35,2% dan
pegawal berpendidikan 52/53 baru mencapai 13%. Pada saat yang sama
proporsi pegawai berpendidikan sarjana di Direktorat di Ditjen SDPPI mencapai
lebih dari 45% kecuali di Direktorat Operasi Sumber Dayayang mencapai 43%.
Bahkan di Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, proporsi
pegawai berpendidikan sarjana mencapai 64.1%, sementara di Direktorat
Penataan Sumber Daya, pegawai berpendidikan 52/53 mencapai 25% dari total
pegawai.

Proporsi pegawai berpendidikan Sarjana di Sekretariat Direktorat Jenderal
yang jumlah pegawainya terbanyak kedua setelah UPT Monitor Spektrum
Frekuensi Radio, jumlah pegawai berpendidikan Sarjana proporsinya telah
mencapai 37,6%. Sementara pegawai berpendidikan 52/53 dan dokter di unit
kerja ini proporsinya baru 13,3%. Kondisi ini juga ditandai dengan masih cukup
banyaknya pegawai berpendidikan 5LTA yang proporsinya masih mencapai
33,3%. Proporsi pegawai yang berpendidikan sekolah menengah (SLTP/SLTA)
yang cukup tinggi juga terdapat di UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan
UPT Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunkasi. Proporsi pegawai
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Gambar 3.3.Komposisi Pegawai Dircktorat Jenderal SDPPI menurut Tingkat Pendidikandan Unit kerja
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berpendidikan menengah di UPT MonitorSpektrumFrekuensi Radio mencapai

43,1% dan di UPT Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi mencapai
31,5%. Dari komposisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa untuk unit
kerja tertentu seperti yang terkait dengan pengelolaan dan manajemen
frekuensi serta standarisasi perangkat membutuhkan pegawai dengan
kualifikasi yang lebih tinggi. Namun secara umum dari komposisi pegawai
menurut pendidikan, kualifikasi tingkat pendidikan pegawai di Direktorat
Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tergolong cukup
tinggi dimana pegawai berpendidikan sarjana dan pasca sarjana mencapai
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3.3. Jabatan Struktural

Komposisi struktural pegawai di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika menunjukkan terdapat 184 pejabat eselon dari
eselon | sampai eselon IV di lingkup Direktorat lenderal SDPPI dan Unit
Pelaksana Teknis. Sesuai dengan jumlah pegawai dan unit kerja didalamnya,
jumlah pejabat eselon paling banyak terdapat di UPT dengan 101 pejabat
eselon. Meskipun tidak terdapat pejabat eselon | dan hanya satu pejabat
eselon |l di UPT, namun terdapat 22 pejabat eselon lll dan 78 pejabat eselon IV
serta 2 pejabat eselon V yang tersebar di UPT BBPPT dan UPT Monitoring
Spektrum Frekuensi Radio.



Sementara untuk unit kerja lain, jumlah pejabat eselon Il paling banyak S orang
yaitu di Direktorat Penataan Sumber Daya dan Direktorat Operasi Sumber

Daya. Sementara untuk pejabat eselon IV paling banyak 12 orang yaitu di
Sekretariat Direktorat Jenderal SOPPI. Secara total terdapat 6 pejabat eselon 11,
45pejabat eselon 11l dan 132 pejabat eselon IV serta 2 pejabat eselon V di
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Unit
Pelaksana Teknis. Kompaosisi ini cukup ideal dimana perbandingan antar eselon
cukup proporsional dan dengan jumlah pepawai yang juga cukup
banyak.Sehingga struktur yang demikian cukup fungsional dalam menjalankan
tugas dan fungsi yang menjadi bidang tugas dari Direktorat lenderalSumber
Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.lumlah pejabat eselon lll dan IV yang
banyak juga terdapat pada unit kerja yang memang keberadaanya tersebar di
35 lokasi dalam bentuk balai, loka dan pos monitoring. Tabel 3.2. juga
menunjukkan bahwa masih ada perangkapan jabatan dimana pejabat eselan Il
di Direktorat Operasi Sumber Daya masih dirangkap oleh Direktur Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Tabel 3.2. Komposisi Pejabat Eselon di Direktorat

Unit Kerja

Sekretariat Direktorat Jenderal®)
Dit. Penataan Sumber daya

Dit. Operasi Sumber daya**)

Dit. Pengendalian SDPPI

Dit. Standarisasi PPI
UPT

Jumlah

*} Termasuk Dirjen SDPPI
**) Pejabat eselon 1 di Direktorat Operasi dirangkap oleh Dirjen SDRPI
Komposisi pejabat eselon di masing-masing direktorat dan unit kerja di
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
menunjukkan komposisi yvang proporsional dan seimbang antar unit kerja
seperti ditunjukkan pada gambar 3.4. Dari grafik tersebut terlihat bahwa
komposisi antara eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 diluar UPT hampir seimbang
pada semua unit kerja. Pejabat eselon Il rata-rata berkisar 5,6%-7,1% dari total
pejabat eselon di satu unit kerja. Sementara untuk pejabat eselon Il
proporsinya berkisar antara 22,2% sampai 31,3% dan eselon IV proporsinya di
masing-masing Direktorat mencapai 64%-69%. Perbedaan terdapat pada UPT
Monitor Spektrum FrekuensiRadio yang memang hanya memiliki pejabat
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eselon Il dan IV dan terdiri dari 35 struktur balaifloka/pos monitoring jumlah

pejabat eselon Il dan IV juga cukup banyak. Sementara pada UPT Balai
Pengujian Perangkat dengan struktur organisasi kerja yang lebih sedikit,

Gambar 3.4. Kompaosisi Eselon di Direktorat lenderal SDPPI menurut unit kerja
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3.4. Pendidikan Penjenjangan

Selain melalui pendidikan formal, kemampuan dan kapasitas pegawal juga
dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) Penjenjangan yang diikuti
bagi pegawai negeri sipil termasuk di lingkup Direktorat lenderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika. Sebanyak 292 pegawai di Direktorat
Jenderal SDPPI telab mengikuti pendidikan penjenjangan pada berbagai level
seperti SPATI, SPAMEN, SPAMA dan ADUM sampai dengan akhir tahun 2011.
Jumlah pegawai yang sudah mendekati pendidikan penjenjangan pegawai ini
berarti telah mencapai 21% dari total pegawai di Direktorat Jenderal 5DPPI atau
sama dengan kondisi pada semester 1 tahun 2011. Dari sisi unit kerja, proporsi
pegawai yang paling banyak telah mengikuti pendidikan penjenjangan adalah
Direktorat Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika dan Direktorat Penataan
Sumber Daya. Sekitar 34.4% pegawai di Direktorat Standardisasi Perangkat Pos
dan Informatika dan 30,4% pegawai di Direktorat Penataan Sumber Daya telah



Ka
mengikuti pendidikan penjenjangan. Sementara proporsi terendah selain UPT
(karena jumlah pegawainya yang sangat banyak) terdapat di Sekretariat
Direktorat Jenderal (Setditjen) dimana baru 20,0% pegawai yang sudah
mengikuti pendidikan pegawai.

Tabel 3.3. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan

Unit Kerja Lemha S5PA-  SPA-  SPA- ADUM
-nas T MEN M,
SetDirektorat Jenderal o 1 1 7

Dit. Penataan Sumber daya
Dit. Operasi Sumber daya
Dit. Pengendalian SDPP
Dit. Standarisasi PPI

UPT

Pegawai Diperbantukan/
Dipe kerjakan di Kominfo
Jumlah

38.4%

30.4%

3 0% 14.6%
F0-05 Il.fﬁﬁr 3 :
20% i 1 ?-1'5_'5! B
i0%
1 n-.. I l
T

Setditjen  Dit. Penataan Dit. Operasi Dit. Dit. UPT
1] b1H Pengendalian Standarisasi
SDEPI PRI

Dari sisi jenis pendidikan penjenjangan yang paling banyak sudah diikuti, Diklat
ADUM menjadi pendidikan penjenjangan pegawai yang paling banyak diikuti.
Dari total pegawai yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan, sekitar
61%, . mengikuti pendidikan ADUM yang menjadi pendidikan penjenjangan
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tahap awal bagi pegawai negeri sipil. Kecuali untuk Direktorat Operasi Sumber
Daya, Diklat ADUM ini juga menjadi pendidikan penjenjangan yag paling
banyak sudah diikuti oleh pegawai di masing-masing unit kerja. Pendidikan
penjenjangan yang paling banyak diikuti berikutnya adalah SPAMA yang telah
diikuti oleh 35,3% dari pegawai yang telah mengikuti pendidikan
penjenjangan. Sementara untuk pendidikan penjenjangan lain yang lebih
tinggi seperti SPAMEN dan SPATI masih sangat sedikit yang diikuti oleh pegawai
di Direktorat lenderal SDPPI. Sementara jika dilihat proporsi berdasarkan unit
kerja, diantara pegawai yang sudah mengikuti pendidikan penjenjangan, paling
banyak terdapat di UPT. Dari total pegawai yang sudah mengikuti pendidikan
penjenjangan, sekitar 55,6% berasal dari pegawai di UPT di Direktorat Jenderal
SDPPI. Sementara pegawai yang berasal dari unit kerja lain proporsinya tidak
ada yang mencapai 15%. Proporsi terbesar kedua berasal dari Sekretariat
Direktorat Jenderal SDPPI yang mencapai 13,5% dari totalpegawai yang sudah

mengikuti pendidikan penjenjangan.
Gambar 3.6. Proporsi jenis pendidikan penjenjangan yang sudah diikuti pegawai

SPATL 0.7% ~SPAMEN, 3.1%

SPAMA.35.3%

3.5. Pegawai Unit Pelaksana Teknis Ditjen SDPPI

3.5.1.Jumlah dan Komposisi Pegawai

UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah salah satu dari dua jenis UPT
yang ada di lingkup Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika. UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio ini terdiri dari 35 UPT
monitoring yang tersebar di seluruh Indonesia yang mencakup Balai/Loka/Pos
32 Monitoring, termasuk dua UPT yang baru beroperasiyaitu UPT Tahuna dan UPT
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Sorong. UPT monitor spektrum frekuensi radio memiliki fungsi utama
melakukan monitoring terhadap penggunaan frekuensi oleh berbagai pihak
dalam rangka pengaturan pemanfaatan frekuensi secara benarTugas ini
dilakukan melalui keberadaan unit-unit monitoring di daerah yang berbentuk
balai, loka maupun posdengan berbagai tingkatan.

Perkembangan jumlah pegawai UPT secara total (bersama dengan UPT Balai
Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi) pada 2011 ini justru menunjukkan
penurunan yang cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah
pegawai UPT tahun 2011 sebanyak 918 orang atau menurun sebesar 4,4 %
dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini bertolak belakang dengan
peningkatan jumlah pegawai UPT pada tiga tahun terakhir meskipun
kenaikannya juga fluktuatif. Penurunan jumlah pegawai UPT ini diduga terkait
dengan perubahan struktur organisasi yang terjadi pada unit kerja induknya
yang semula berada di bawah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan
sejak tahun 2011 dimekarkan menjadi dua Direktorat lenderal. UPT Monitor
spektrum Frekuensi Radio dan UPT Balai Besar Pengujian Perangkat
Telekomunikasi saat ini berada di bawah Direktorat lenderal Sumber Daya
Perangkat Pos dan Informatika.

Tabel 3.4. Perkembangan Jumlah Pegawai UF

Dari sisi komposisinya, sampai akhir tahun 2011pegawai dengan pendidikan
5LTA masih merupakan yang terbesar di UPT dengan proporsi 38,9%. Proporsi
ini meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 38,3% meskipun jumlah

absolutnya menurun dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan proporsi
pegawai berpendidikan 5LTA ini diikuti dengan penurunan pegawai
berpendidikan sarjana dan magister yang masing-masing menurun menjadi
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32,9% untuk pegawai berpendidikan sarjana (dari sebelumnya 33,9%) dan
5,6% untuk pegawai UPT berpendidikan magister (dari sebelumnya 6,6%]).
Secara absolut, jumlah pegawai untuk kedua jenjang pendidikan ini juga
mengalami penurunan. Penurunan ini juga disebabkan oleh terjadinya
restrukturisasi organisasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak
tahun 2011 dengan pemekaran Direktorat lenderal Pos dan Telekomunikasi
yang dipecah menjadi dua Direktorat Jenderal dimana UPT berada di
dalamnya.

Gambar 3.7. Perkembangan Komposisi Pegawal UPT menurut Tingkat Pendidikan 2006- 2011
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3.5.2. Pegawai UPT Monitor Spektrum FrekuensiRadio (UPT Monfrek)

Khusus untuk pegawai di UPT Monitoring Spektrum frekuensi,distribusi jumlah
pegawai menurut UPT yang tersebar di 35 lokasi menunjukkan adanya variasi
jumlah pegawai antar UPT. Variasi ini sesuai dengan kelas dari UPT
MonitoringSpektrum  Frekuensi di masing-masing daerah. UPT Monitor
Spektrum Frekuensi Radio terdiri dari beberapa kelas yaity Balai Monitoring
Kelas 1, Kelas 2, Loka Monitoring, dan Pos Monitoring sesuai dengan beban
kerja monitoringnya. UPT dengan beban kerja yang besar karena tingginya
penggunaan frekuensi di daerah tersebut seperti UPT Bandung, UPT
Semarang, UPT Surabaya, termasuk UPT Jakarta memiliki jumlah pegawailebih



banyak (40-43 orang). Namun meskipun tergolong UPT yang besar, jumlah
pegawai berpendidikan relatif tinggi di UPT Bandung dan Jakarta tidak terlalu
besar, Proporsi pegawai berpendidikan sarjana dan magister hanya sebesar
23.3% di UPT Jakarta dan 30% di UPT Bandung. Sementara untuk UPT
Semarang dan Surabaya proporsinya mencapai 56,8% dan 42,9%.

Pada beberapa UPT di daerah dengan tingkat penggunaan frekuensi yang tidak
terlalu besar dengan dinamika sosial ekonomiserta tingkat kemajuan daerah
yang tidak terlalu tinggi, jumlah pegawai di UPT tersebut juga cenderung tidak
besar. UPT Bangka Belitung, UPT Kendari, UPT Jayapura, UPT Gorantalo, UPT
Ternate, UPT Palangkaraya dan UPT Banjarmasin memiliki jumlah pegawai yang
sedikit (kurang dari 20 crang). Hal ini terkait dengan beban monitoring
frekuensi yang relatif lebih sedikit dibanding UPT lainnya.Tabel 3.5 juga
menunjukkan bahwa pada UPT dengan jumlah pegawai antara 10 sampai 20
orang, proporsi jumlah pegawai dengan pendidikan Sarjana dan magister juga
cenderung rendah (15%-42%). Secara total, proporsi pegawal berpendidikan
sarjana dan Magister di UPT Monfrekini mencapai 37,8%. Proporsi ini hampir
sama dengan pegawai yang baru berpendidikan 5LTA yang mencapai 39,4%.
Peningkatan jumlah pegawai yang berpendidikan Sarjana dan Magister ini
merupakan upaya dari UPT untuk meningkatkan kinerja monitoring dan
penertiban penggunaan frekuensiyang semakin tinggi dan kompleks.

Tabel 3.5, Jumlah pegawai masing-m
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Direktorat fenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ;

UPTEANDUNG
UPTYOGYAKARTA
UPT SEMARANG
UPT SURABAYA
UPTDENPASAR
UPTMATARAM
UPTHEUPANG
UPT SAMARINDA
UPTEALIKPAPAN
UPTPONTIANAK
UPTPALANGKARAYA
UPT BANJARMASIN
UPT MANADO
UPTPALL
UPTMAKASAR
UPTAMBON
UPTGORONTALC
UPTTERNATE
UPTKENDARI
UPTJAYAPURA
UPTMERALKE
UPT Tahuna
UPT Sorang

Jumlah
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3.5.3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil [PPNS)
Untuk mendukung kegiatan monitoring dan penertiban serta pelayanan yang

dilakukan oleh unit kerja yang ada di Ditjen SDPPI, maka unit kerja tersebut juga
didukung dengan pegawai yang berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil [PPNS).
Keberadaan PPNS ini terkait dengan salah satu tugas dan fungsi dari Direktorat
Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk melakukan
pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya dan
perangkat pos dan informatikayang dilakukan di wilayah hukum Indonesia
maupun kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan
fungsi dari Direktorat Jenderal SDPPL. khusus untuk UPT Monitor Spektrum
Frekuensi Radio, keberadaan PPNS ini juga menjadi penting untuk mendukung
tugas monitoring dan penertiban frekuensi dan perangkat yang dilakukan oleh
UPT.



Tabel 3.6. Jumlah PPN5 menurut unit kerja selain UPT Monfrek,

Pegawai

Sekretariat Direktorat Jenderal 165
Dit. Penataan SumberDaya 2 54

Dit. Operasi SumberDaya ; 78
Dit. Pengendalian SDPPI ? 61
Dit. Standarisasi PPl . ]
UPT BBPPT : >4

Secara total, jumlah PPNS yang ada di Direktorat lenderal SDPPPI sebanyak
238. Diantara unit kerja di pusat (termasuk Balai Besar Pengujian Perangkat
Telekomunikasi), jumlah PPN5 paling banyak terdapat di unit kerja Direktorat
Jenderal SOPPI sebanyak 206 orang atau sekitar 23,6% dari total pegawai yang
ada di Ditjen SDPPI. Diantara unit kerja yang ada di pusat, Tabel 3.6
menunjukkan bahwa selain di UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio, jumlah
PPNS paling banyak terdapat di Sekretariat Direktorat lenderal dan Direktorat
Standarisasi yaitu sebanyak 9 orang. S5ementara PPNS di Direktorat Penataan
Sumber Daya dan Direktorat Pengendalian SDPPI, jumlah PPN5 hanya dua
orang. Namun Jika dilihat proporsinya terhadap jumlah pegawai yang ada di
unit kerja tersebut, proporsi terbesar berada di Direktorat Standardisasi PPI
sebesar 13,8% dan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasisebesar
9,3%. Tingginya proporsi pengujian pada kedua unit kerja tersebut terkait

Gambar 3. 8. Proporii PPNS terhadap Pegawal di unit kerja selain UPT Monfrek

UPT Balai Uji | IR O .3%
DIt Standarisas pp1 | R 12 8%
Dit Pengendalian sppp| | IR 3.3%

Dit Operasi Sumberdaya N .2

Dit. Penatgan Sumberdaye - 3.7

Sekretariat Direk torat lenderal
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dengan fungsi pengujian dan standardisasi terhadap perangkat yang akan
masuk dan beredar di Indonesia.

Secara khusus, UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radioyang memiliki tugas
melakukan monitoring dan penertiban frekuensi juga memiliki tenaga PPNS di
masing-masing UPT yang melakukan tugas monitoring dan penertiban
penggunaan frekuensi di wilayah kerjanya. Jumlah PPNS di UPT seperti
ditunjukkan tabel 3.7 menunjukkan jumlah yang bervariasi dan memiliki
korelasi demgan jumlah pegawai pada UPT tersebut. UPT dengan jumlah
pegawai yang banyak yang biasanya terdapat pada kota-kota besar, memiliki
jumlah PPNS yang relatif lebih banyak juga. Jumlah PPNS yang paling banyak
terdapat di UPT Monfrek Jakarta dan UPT Monfrek Semarang karena intensitas
penggunaan frekuensi yang juga cukup tinggi pada kedua daerah tersebut.
Jumlah PPNS yang cukup banyak juga terdapat di kota besar lain dengan
dinamika kota yang tinggi seperti Surabaya, Yogyakarta dan Makassar. Sampai
akhirtahun 2011 inisemua UPT sudah memiliki PPNS setelah sebelumnya dua
UPT Monfrek belum memiliki pegawai yang berstatus PPNS yaitu UPT Monfrek
Tahuna dan UPT Monfrek Sorong.

Tabel 3.7. Jumlah PPNS dan Pegawai pada mas

UPT PPNS Total PPNS  Total
Pegawai Pegawai

1
2
3
4
5
[
7
8
9
10
1
12
13
14
15
16
17
18

UPT NAD

UPT Medan
UPT Padang
UPT Pekanbaru
UPT lambi

UPT Babel

UPT Batam
UPT Palembang
UPT Bengkulu
UPT Lampung
UPT DK Jakarta
UPT Banten
UPT Bandung
UPT Yogyakarta
UPT Semarang
UPT Surabaya
UPT Denpasar
UPT Mataram

s
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35
27

21
26
19
26
26
21

3

UPT Kupang

UPT Samarinda
UPT Bakkpapan
UPT Pontianak
UPT Palangkaraya
UPT Banjarmasin
UPT Manado
UPT Palu

UPT Makasar
UPT Ambon

UPT Gorontalo
UPT Ternate
UPT Kendari
UPT layapura
UPT Merauke
UPT Tahuna

UPT Sorong
Balai Uji
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30
21
21
25
18
19
22
20
37
18
17
18
18
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Proporsi jumlah PPNS terhadap jumlah pegawai di UPT tidak menunjukkan

perbedaan yang cukup tinggi antar UPT dan menunjukkan proporsionalitas
sesuai kondisi daerah. Proporsi jumlah PPNS di UPT terhadap jumlah total
pegawai di UPT tersebut bervariasi antara 11.1% sampai dengan 38,1%.
Proporsi PPNS yang tinggi di UPT Tahuna lebih disebabkan jumlah pegawai UPT
Tahuna yang sedikit. Proporsi jumlah PPNS terhadap jumlah pegawai UPT yang
terbesar (selain UPT Tahuna) terdapat di UPT Pekanbaru dan UPT Batam yang
keduanya berada di Riau. Proporsi yang cukup besar ini karena jumlah pegawai
di kedua UPT tersebut yang tidak terlalu banyak sementara jumlah PPN5-nya

cukup banyak. Di sisi lain pada UPT dengan jumlah PPNS yvang cukup besar,
proporsinya berada pada kisaran 27%-28%.

Gambar 3. 9. Proporsi PPNS terhadap Pegawal di UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio

UET Ternale m—— i
LIPT Jambi
UPT Gorontalo
LIPT Sorong
UPT Palangkaraya
LIPT NAD
LUPT Manado
LT Padang
LIPT Ralikpapan
UPT Benghkulu
UPT Palernbang
LIFT Banjarma sin
UPT Mataram
LPT Banten
UPT layapura
UPT Kendari
UPT Ambon

L] "r'ug,'.ihdl la
U Bandung
UPT Surabaya
LT Denpasar

uPT Pontianak

UPT Merauke
UPT Lam TUNE
LPT Nahel

UPT Kupang
UPRT DKI lakarta
LIPT M akasar
UPT Semarang
LIPT M edan
UPT Palu

UPT Samarinda
UPT Batam
UPT Pekanbaru
UPT Tahuna
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Proporsi PPNS yang rendah justru terdapat di UPT Ternate, UPT Gorontalo dan
UPT Jambi yang hanya kurang dari 12% karena jumlah PPNS di kedua UPT
tersebut yang memang sedikit.Proporsi PPNS yang relatif lebih besar di UPT
Pekanbaru dan UPT Batam diharapkan sejalan dengan kinerja dari UPT
tersebut dalam melakukan monitoring dan penertiban terhadap pelanggaran
penggunaan perangkat maupun sumber daya spektrum frekuensinya di
wilayah tersebut yang berkembang sangat dinamis. Proporsi yang relatif besar
ini proporsional dengan wilayah kerja dari UPT Pekanbaru dan UPT Jayapura
yang luas ataupun tersebar dalam pulau-pulau meskipun dari sisi penggunaan
frekuensi tidak terlalu besar. Perbandingan antara jumlah pegawai, luas
wilayah kerja dan beban penggunaan frekuensi yvang dimonitor akan
ditunjukkan pada bagian lain dalam buku statistik ini.
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Peraturan Perundang-Undangan

4.1. Pendahuluan

Statistik peraturan perundang-undangan ini menggambarkan jumlah
peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagal regulator pada
bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan
informatika dengan menerbitkan perangkat berupa peraturan perundang-
undangan dalam bidang sumber daya dan perangkat pos dan
informatika.Peraturan perundang-undangantersebut merupakan kebijakan
dari Pemerintah yang digunakan sebagai acuan bagi para pelaku industri
[stakeholder) di bidangsumber daya dan perangkat pos dan
informatika.Adapun perangkat peraturan perundang-undangan yang
dikeluarkan dalam bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika
berfungsi sebagai tindakan pemerintah dalam melaksanakan fungsi
pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Perkembangan yang cepat dan
sangat pesat khususnya dalam bidang teknologi komunikasi dan informatika
menuntut Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya Direktorat
lenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk selalu
mengantisipasi denganmempersiapkan perangkat peraturan perundang -
undangan yang sesuai.

Perangkat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan untuk mengatur
dan mengawasi serta mengendalikan operasional di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika ini meliputi peraturan dalam bentuk Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri,
Keputusan Menteri dan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika serta Surat Edaran Menteri. Dalam lima tahun
terakhir, cukup banyak peraturan yang dikeluarkan khususnya yang bersifat
teknis.

4.2.Jumlah Peraturan Perundang-Undangan
Dalam usia kelembagaannya yang baru berjalan setahun lebih, Direktorat
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Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika selama tahun 2011
telah dikeluarkan 30 peraturan yang terkait dengan bidang Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI). Namun status organisasi kelembagaan
yang baru juga menjadikan peraturan yang dikeluarkan belum ada dalam
bentuk peraturan pada tingkatan yang tinggi seperti Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Dari 30 peraturan yang
sudah dikeluarkan sebagian besar adalah peraturan dalam bentuk Keputusan
Menteri Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Direktur Jenderal
{Perdirjen) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Tabel 4.1. Jumlah Regulasi menurut bidang dan jenis terkait SDPPI 2011

lenis Peraturan Penataan Operasi Pengenda- Standari- Lain-lain  JUMLAH
Sumber  Sumber lianSDPPI  sasi PPI
Davya Daya

Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden

Peraturan Menkominfo
Keputusan Menkominfo
Peraturan Dirjen SDPF
JUMLAH

Dilihat dari komposisinya, proporsi terbesar adalah peraturan dalam bentuk
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika dengan proporsi mencapai
37,5%. MNamun untuk peraturan dalam bentuk Peraturan Dirjen juga
proporsinya cukup besar yaitu mencapai 40,6%. Sementara peraturan dalam
bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika proporsinya mencapai
21,9%. Jumlah dan proporsi peraturan yang dikeluarkan pada tahun 2011
dalam bentuk Peraturan Direktur lenderal(Dirjen) cukup banyak karena dalam
Peraturan Dirjen tersebut mengatur bidang standardisasi perangkat pos dan
informatika yaitu tentang penyusunan persyaratan teknis alat dan perangkat
telekomunikasi yang digunakan di wilayah Republik Indonesia, dimana
peraturan ini nantinya akan dibuat sebagai acuan dalam proses pengujian. Hal
ini sesuai dengan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Direktorat
Standardisasi Perangkat Posdan Informatika.

Kompaosisi peraturan yang dikeluarkan pada tahun 2011 menurut bidang
kerjanya seperti terlihat pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa peraturan yang
terbanyak dikeluarkan adalah pada bidang penataan sumberdaya dan bidang
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Gambar 4.1. Komposisi Peraturan Perundang-undangan bidang S3DPPI menurut jenis

P:rlltl.n'm_
Menkominfa,
21.9%

Keputusan
Menkominfa,
A7.5%

standardisasi perangkat pos dan informatika. Proporsi peraturan dalam bidang
penataan sumberdaya mencapai 40,63% dari total peraturan yang dikeluarkan
pada bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Sementara
peraturan pada bidang standardisasi perangkat pos dan informatika
proporsinya mencapai 28,13% dari total peraturan yang dikeluarkan. Proporsi
yang tinggi pada kedua bidang ini sejalan dengan jenis peraturan yang
dikeluarkan, dimana Keputusan Menteri dan Peraturan Dirjen pada peraturan
pada kedua bidang ini (penataan sumberdaya dan standardisasi perangkat)
lebih bersifat teknis menyangkutpengaturan untuk persyaratan teknis alat dan

Gambar 4.2, Komposisi Peraturan Bidang SDPPI Menurut Bidang Kerja
[prosentase disesuaikan dengan data diatas)

Standari-sasi
PP, 28.1%

Pengenda-lian
SDPPL 3.1%
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perangkat telekomunikasi dan penataan frekuensi dalam penggunaan
spektrum frekuensiradio.

4.3, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Selama tahun 2011, telah dikeluarkan tujuh Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika terkait dengan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
Peraturan Menteri ini tersebar diberbagai bidang seperti penataan sumber
daya, operasi sumber daya, pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan
informatika, standardisasi perangkat pos dan informatika maupun pengaturan
kelembagaan. Peraturan Menteri yang terkait dengan penataan sumber daya
diantaranya pengaturan tentang penggunaan spektrum frekuensi radio pita
lebar dan rencana induk frekuensi radio untuk televisi digital. Secara lengkap,
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yvang terkait dengan sumber
daya dan perangkat pos dan informatika yang dikeluarkan pada tahun 2011
ditunjukkan oleh Tabel 4.2,

Peraturan Menterl Momunikasi dan Informatika Noemor:

01/ Per/M.Kominfo/02/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Eomunkas dan informatka Nomor
36/Fer/MEKominfo/10/2008 Tentang FPenetapan Badan

Regulasi Telekomunikas Indonesia

Peraturan Menteri Xomunikasi dan Informatika Nomor:
02fPer/M.EKominfo/03/2011 Tentang Sertifikas Radio Operasi Sumber Daya
Elektronika dan Operator Radio —

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
14/Per/M.Eominfo/04/2011 Tentang Standar  Kualitas Stand ardisasi
Pelayanan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperfuan Publik

Peraturan  Menteri  Komunlkasi  dan  Informatika
MNomor:15/Per/M Kominfo /062011 Tentang Penyesuaian

Kata Sebutan Pada Sejumlah Keputusan danstaw Peraturan

Menterl Komunikasi dan Informatika yang Mengatur Materi Lain-Lain

Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasl serta
Keputusan danfotau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan
Tedekomun kas

Peraturan Menteri  Komunikasi  dan Informatika

Nomor: 18/Per/M Kominlof09/2011  tentang  Pedoman Pengendakan
Pembangunan infrastruktur Sktem Pengelolaan Sumber  Spektrum Frekuens
Daya Spektrum Frekuens Radio

Peraturan  Menterd  Komunlkasi  dan  Informatika
Nomor:19/Per/M Kominfo /092011 tentang Penggunaan

Fita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Penataan Frekuons
Lebar Mirkabel (Wireless Broadband) Berbasks Hetral

Teknologi

Peraturan  Menterd  Komunikasi dan  Informatika

Nomor:2 3/Per /M Kominfo /09 /2011 tentang Rencana Induk

[Masterplan) Frekuensi Radio untuk Eeperluan Televisi  Penataan Freluens
Staran Digital Terersterial Pada Pita Frekuensi Radio 4786594

MHz.
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